
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bdg 

PUTUSAN 

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juli 1978, umur 44 tahun, Agama 

Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal 

di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bali, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT,  lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 1975, umur 47 tahun, 

Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Musisi), 

bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi 

Bali,Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 

Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung 

pada tanggal 10 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor 

xxx/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan 

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama KecamatanPringsurat, 

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah,pada tanggal19 Desember 

1997 dengan Kutipan Akta Nikah No.xxx/48/XII/1997, tertanggal19 

Desember 1997; 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama 

di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxx, Provinsi Bali, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah 

dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama; 

a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Surabaya, pada tanggal 08 Agustus 

1998; 

b. Anak 2, Perempuan, Lahir di Surabaya, pada tanggal 08 Agustus 

1998,  

c. Anak 3, Perempuan, Lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 

2001; 

d. Anak 4, Perempuan, Lahir di Surabaya, pada 05 Maret 2006; 

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sekitartahun 2000Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan percecokanyang disebabkan : 

a. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan (KDRT) kepada 

Penggugat seperti memukul di bagian wajah; 

b. Tergugat memiliki watak yang keras apabila Penggugat memberi 

teguran atau nasehat Tergugat selalu marah bahkan berkata kasar 

hingga terkadang membuat Penggugat merasa sedih dan sakit hati; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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c. Tergugat memiliki pola hidup yang kurang baik dengan sering 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang;  

d. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras berakohol hingga 

menyebabkan Tergugat berada di bawah pengaruh alkohol(mabuk); 

e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal 

menikah; 

f. Bahwa kini Penggugat telah kembali kepada keyakinan terdahulu dari 

Agama Islam menjadi agama semula yakni Kristen; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan percecokan terjadisekitar2015, dimana 

pada saat Ibu kandung dari Penggugat meninggal dunia Tergugat di dapati 

sedang mengkonsumsi minuman berakohol dan dalam keadaan mabuk 

bahkan sempat membuat onar, Pengugugat yang mengetahui hal tersebut 

merasa kecewa dan tidak nyaman dengan perilaku yang ditunjukan oleh 

Tergugat,Penggugat pun memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman 

bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

ada hubungan layaknya suami-istri; 

6. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dan untuk menjaga kesehatan 

Penggugat maka Penggugat sudah memantapkan hati untuk menyudahi 

pernikahan ini dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama 

Badung; 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada 

majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan 

ceraigugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada 

Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

 

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak 

Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan 

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

PRIMAIR : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan fasakh pernikahan Penggugat(PENGGUGAT) dengan 

Tergugat (TERGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil  yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa Hakim telah memberikan penasehatan di dalam setiap 

persidangan. Juga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat 

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat  yang sah tidak pernah hadir di 

persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengar;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak 

dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut: 

A. Bukti Surat. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 

Xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 

xxx/48/XII/1997 Tanggal 19 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai 

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal 

dan paraf Hakim; 

B. Bukti Saksi. 

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 03 Desember 1963, agama 

Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah teman Penggugat;   

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri 

yang sah;   

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;;   

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 

(empat) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus;   

- Bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat sejak tahun 2000;   

- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat Penggugat bertengkar dengan 

Tergugat;; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena Tergugat sering melalukan kekerasan dengan 

memukul Penggugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bdg 

- Bahwa saksi mengetahui keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, 

telah kembali memeluk Agama Kristen;   

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 Februari 1973, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah teman Penggugat;   

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri 

yang sah;   

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;;   

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 

(empat) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus;   

- Bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat sejak tahun 2000;   

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 

2015; 

- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah saling mengunjungi 

- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat Penggugat bertengkar dengan 

Tergugat; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena Tergugat sering melalukan kekerasan dengan 

memukul Penggugat 

- Bahwa saksi mengetahui keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, 

telah kembali memeluk Agama Kristen;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili 

Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama 

Badung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat 

terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus 

(bercerai),  maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum 

untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) 

dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang 

perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan atas 

nama Penggugat dan Tergugat, pada hari dan tanggal persidangan yang 

telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap 

ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah 

dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta 

patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya 

pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut; 

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 

143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan dalam setiap persidangan yang dilakukan secara langsung 

dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya 

rukun kembali dengan Tergugat; 

Menimbang, berdasarkan Pasal Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya 

mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, dikarenakan 

Tergugat tidak pernah hadir maka Mediasi terhadap perkara ini tidak bisa 

dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, 

maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Tahun 2006 dan Undang

Menimbang, bahwa dari dalil

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai gugat ini 

adalah sering terjadi pertengkaran pertengkaran yang terus menerus antara 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melalukan 

kekerasan dalam rumah tangga 

rumah sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah kembali ke 

Agama asalnya yaitu agama Kristen (murtad) serta selama berpisah kedua 

belah pihak tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk di

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka Tergugat harus dinyataka

tanpa hadirnya Tergugat, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum 

Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim 

sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

 
 
Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, 

dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih 

syari’ah dalam Kitab Al

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

 
 

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 

tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat ters

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai gugat ini 

sering terjadi pertengkaran pertengkaran yang terus menerus antara 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melalukan 

kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, telah pisah 

rumah sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah kembali ke 

Agama asalnya yaitu agama Kristen (murtad) serta selama berpisah kedua 

belah pihak tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi; 

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan 

asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan 

tanpa hadirnya Tergugat, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum 

Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim 

sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, 

dan gugurlah haknya. 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih 

dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya 

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

halaman Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bdg 

Undang Nomor 7 

Undang Nomor 3 

dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai gugat ini 

sering terjadi pertengkaran pertengkaran yang terus menerus antara 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melalukan 

dengan memukul Penggugat, telah pisah 

rumah sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah kembali ke 

Agama asalnya yaitu agama Kristen (murtad) serta selama berpisah kedua 

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan 

asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi 

periksa lebih lanjut; 

tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

n tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan 

tanpa hadirnya Tergugat, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum 

Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim 

sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut: 

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah 

55 yang untuk selanjutnya 

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:  
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak 

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti. 

Menimbang, bahwa jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum 

dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 

Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya 

Tergugat (verstek). 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup 

sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang 

aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang 

meliputi NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, 

status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut 

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat   

tercatat sebagai penduduk Kabupaten Badung dan bertempat tinggal 

sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya serta beragama kristen, yang 

berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan 

berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara 

ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan 

Disclaimer
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Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 1997, 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pringsurat Kabupaten Temanggung, sehingga bukti tersebut  telah memenuhi 

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat 

dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, 

sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan 

gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-

pihak dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi 

yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan 

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa 

yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka 

sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu 

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi 

tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis 

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum 

yang disimpulkan sebagai berikut: 

  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak; 

 Bahwa pertengkaran terjadi sejak tahun 2000 dan puncak pertengkaran 

sampai terjadi pisah rumah pada tahun 2015; 

 Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus 

yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

kepada Penggugat; 
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali ke agama semua yaitu 

Agama Kristen dan keluar dari Agama Islam; 

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri 

harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam 

suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan 

agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal 

ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya 

lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling 

pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak 

sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut 

sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan Tergugat yang pergi 

meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak 

pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi 

satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini 

merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan 

Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus 

menerus; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat 

menghormati  dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu 

dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban 

suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam); 
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Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam yang sejiwa dengan  firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum 

ayat 21 :  

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 

 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila 

dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar 

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang 

berbunyi : 

 د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح
Artinya:  Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik  

kemaslahatan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan 

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan 

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka 

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar 

hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 

133  sebagai berikut : 

 وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah 

mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan 
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menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak 

satu”. 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang 

perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II 

halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang 

berbunyi : 

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا  

صلاح بينهما طلقها لايطاق  معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإ

   طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan 

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya 

perihal yang menyakitkan  itu menyebabkan tidak adanya 

pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat 

menceraikannya dengan talak ba’in”. 

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan 

Tergugat sudah kembali ke agama Kristen yaitu agama semula Penggugat dan 

Tergugat dan keluar dari agama Islam; 

Menimbang bahwa murtad menurut teori hukum antar tata hukum belum 

mempunyai dampak yuridis jika tidak disertai dengan adanya suatu 

perpindahan sosial dari mereka yang murtad itu. Artinya, orang yang pindah 

agama itu benar-benar telah meninggalkan syariat agamanya semula beserta 

kewajiban-kewajibannya, sudah diterima oleh masyarakat agamanya yang baru 

dan benar-benar melaksanakan ajaran agama yang baru itu. Peralihan agama 

bukan sekedar persoalan pribadi dan persoalan keagamaan, tetapi harus 

merupakan peralihan sosial yuridis agar mempunyai akibat hukum di bidang 

status sosial seseorang. 

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan murtad dalam kaitannya 

dengan perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia, adalah murtad yang 

dilakukan dengan resmi, dengan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan 

kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 
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7 Januari 1939 No. A/6/9 yang menyatakan bahwa murtad itu harus terbukti di 

hadapan sidang Pengadilan Agama. Dan murtad yang dilakukan tanpa ada 

paksaan, sehingga akibat dari murtad tersebut perkawinan tidak mungkin dapat 

berjalan dengan langgeng. 

Menimbang bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

segala macam bentuk perceraian, termasuk perceraian dengan alasan murtad, 

harus melalui proses pengadilan dan perceraian baru sah  setelah mendapat 

keputusan dari Pengadilan. Bahkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam 

menegaskan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan 

jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah 

tangga. Inilah yang menjadi inti yang membedakan antara fasakhnya (batal) 

perkawinan akibat murtad menurut hukum Islam dengan perceraian dengan 

alasan murtad menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Menimbang bahwa dalam hukum positif di Indonesia, Pengadilan tidak 

berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) 

apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, meskipun secara agama 

khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi 

terfasakh (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi 

isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili 

dan memutuskannya. 

Menimbang bahwa berdasarkan kedua dalil ini dapatlah dipahami alasan 

perumusan redaksi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai 

murtad sebagai alasan perceraian di pengadilan, yaitu peralihan agama atau 

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum 

Islam tersebut di atas bukan hanya menggantungkan syarat perceraian kepada 

alasan “telah terjadinya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam 

perkawinan”, tetapi secara terikat digantungkan pula kepada syarat “terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut”. 

Artinya, alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) haruslah 

memenuhi 2 (dua) kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu: 
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1. Adanya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan, 

yaitu suami atau istri; 

2. Adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat peralihan agama 

(murtad) tersebut. 

Menimbang bahwa kualifikasi ini mengandung konsekuensi hukum 

bahwa peralihan agama (murtad) oleh satu pihak dalam perkawinan yang tidak 

mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, tidaklah dapat menjadi 

alasan perceraian. Jika rumah tangga tetap rukun setelah suami atau istri 

murtad, maka pihak yang tetap beragama Islam tidak mempunyai alasan 

apapun untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. 

Dengan demikian, ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam 

haruslah dibaca sebagai berikut: “Murtad (peralihan agama) dapat menjadi 

alasan perceraian, hanyalah jika kondisi setelah terjadinya murtad itu 

berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam rumah tangga 

pihak yang mengajukan perceraian”. 

Menimbang bahwa dalam gugatan perceraian ini bukanlah 

Perbedaan Agama atau Penggugat dan Tergugat telah keluar agama Islam 

yang menjadi faktor perceraian namun pertengkaran dan perselisihanlah 

yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai; 

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah menjatuhkan talak satu 

bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat dan bukan menyatakan 

menfasakh pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga 

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan 

Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan 

Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra 
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Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat); 

Dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 

70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, gugatan Pemohon/Penggugat patut dikabulkan. 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama Badung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud 

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) 

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya 

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya 

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex 

spesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan 

ini; 
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Badung pada 

hari Rabu tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 

Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 

oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basirudin,S.H., sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 
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Hakim, 

 

 

 

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

Ahmad Basirudin,S.H. 

 

Rincian biaya: 

-  Pendaftaran : Rp     30.000,00 

-  Proses : Rp     50.000,00 

-  Panggilan : Rp   260.000,00 

-  PNBP : Rp     20.000,00 

-  Redaksi : Rp    10.000,00 

-  Meterai : Rp    10.000,00 

J u m l a h : Rp 480.000,00 

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 
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